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ABSTRAK 

 

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan 

menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara 

keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan 

pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat 

terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Dalam penulisan skripsi ini maka penulis 

mengangkat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana pelaksanaan penyidikan 

terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh? 

Kendala apa saja yang ditemukan saat dilakukan pelaksanaan penyidikan terhadap 

tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh serta 

upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan saat dilakukannya pelaksanaan 

penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres 

Payakumbuh? Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat 

pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang 

keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Penelitian hukum empiris (empirical 

law research) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan 

sebagai perilaku nyata (actual behavior). Sumber data dan bahan hukum yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian penulis di Satuan 

Reserse Kriminal Polres Payakumbuh. Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif 

yaitu berusaha mengamati gejala hukum menggunakan tanpa alat ukur yang 

menghasilkan angka berupa informasi atau data yang dapat dinilai dengan 

menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan 

logika. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse 

Kriminal Polres Payakumbuh belum sesuai dengan aturan-aturan hukum serta 

undang-undang yang berlaku. 

 
 

Kata Kunci : Penyidikan, Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Manusia diciptakan pertama kali, yaitu Nabi Adam, telah ada peristiwa 

pembunuhan yang dilakukan putra Adam yaitu, Habil dan Qabil yang 

diabadikan dalam kitab suci. Allah Swt mensyariatkan kepada Adam as untuk 

mengawinkan anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya karena 

keadaan darurat. Tetapi mereka mengatakan bahwa setiap kali mengandung, 

dilahirkan baginya dua orang anak yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, 

dan Adam as mengawinkan anak perempuannya dengan anak laki-laki yang 

lahir bukan dari satu perut dengannya. 
1
 

Konon saudara seperut Habil tidak cantik, sedangkan saudara seperut 

Qabil cantik lagi bercahaya. Maka Habil bermaksud merebutnya dari tangan 

saudaranya. Tetapi Adam menolak hal itu kecuali jika keduanya melakukan 

suatu kurban; barang siapa yang kurbannya diterima, maka saudara 

perempuan seperut Qabil akan dikawinkan dengannya. Ternyata kurban 

Habillah yang diterima, sedangkan kurban Qabil tidak diterima, sehingga 

terjadilah kisah keduanya yang disebutkan oleh Allah Swt di dalam Kitab- 

Nya. Qabil marah, lalu ia mengangkat benda tajam itu dan ia pukulkan kepada 

Habil.
2
 Habil sempat berkata, "Celakalah kamu, hai Qabil. Ingatlah kamu 

 

1
 Nurul Ihsan, Kisah Nabi dan Rasul, Jakarta: Cikal Aksara, 2016, hlm 1 

2
 Ibid, hlm. 2 
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kepada Allah, mana mungkin Dia memberimu pahala dengan perbuatanmu 

ini!" Maka Qabil membunuhnya dan melemparkannya di tanah yang legok, 

lalu menutupinya dengan tanah.
3
 Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al- 

Maidah ayat 30 yang berbunyi :  

 

                                                                                   

 

Artinya : “ Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, 

kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk 

orang yang rugi”. 

Gambaran diatas adalah salah satu bukti kejahatan pembunuhan 

manusia yang pertama terjadi didunia. Kejahatan pembunuhan senantiasa 

sudah ada dalam masyarakat. Timbulnya kejahatan tersebut disebabkan 

karena kebutuhan akan memperoleh benda yang secara terbatas. Keinginan 

manusia akan kebutuhan benda itu juga terbatas. Sudah menjadi kodrat 

alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya 

akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. 
4
 

Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan 

berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan 

dengan cara melanggar hukum. Di dalam tindak pidana pembunuhan yang 

menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat 

diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan 

 

3
 Ibid, hlm 3 

4
 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika 2016, hlm 1 
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Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup 

serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” 
5
 

Tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak- 

pihak yang berwenang salah satunya adalah kepolisian. Kepolisan merupakan 

lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh 

karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, 

penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah 

dilakukan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

dalam Pasal 4 sebagai berikut: 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta 

terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia. 

 

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan 

menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta 

memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi 

perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan 

warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. 

Dalam rangka melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

pembunuhan oleh Polri, dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal. Sebagai 

 

5
 Ibid, hlm 2 
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aparatur penegak hukum, maka Kepolisian patut mendapatkan perhatian lebih. 

Hal ini didasarkan pada pemikiran apakah Kepolisian khususnya Reserse 

tersebut cukup efektif berperan dalam mengungkap kasus-kasus kriminal yang 

banyak terjadi dalam masyarakat, melihat asumsi ataupun pandangan 

masyarakat yang cenderung bersikap apriori terhadap kinerja Kepolisian 

secara umum.
6
 

Kasus pembunuhan yang telah terjadi di Payakumbuh dengan inisial 

AM pelaku ia telah membunuh kekasihnya yang berinisial IPS. Pembunuhan 

ini diakibatkan akan emosi yang tak terkendali oleh pelaku AM yang 

membuat dirinya harus membunuh. Setelah korban IPS meninggal dunia 

pelaku dengan tidak ada rasa bersalah ia langsung melakukan aksi jahatnya 

dengan melakukan pemerkosaan untuk memenuhi hasrat dan nafsunya. 

AM telah diadili oleh Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekusasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang 

Peradilan Umum, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Dengan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. 

Seperti kasus diatas ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pihak 

Polres Kota Payakumbuh untuk mengungkapkan dan memberikan hukuman 

kepada para pelaku kejahatan serta memberikan rasa aman bagi setiap warga 

 
 

6
 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 139 
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negara dan mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan ini sesuai dengan apa 

yang menjadi cita-cita pihak kepolisian khususnya Polres Kota Payakumbuh . 

Atas uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menjadikan penelitian 

dalam sebuah judul yaitu “PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP 

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SATUAN RESERSE 

KRIMINAL POLRES PAYAKUMBUH” 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan 

di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh? 

2. Kendala apa saja yang ditemukan saat dilakukan pelaksanaan penyidikan 

terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres 

Payakumbuh serta upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan saat 

dilakukannya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana 

pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana 

pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh. 

2. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang ditemukan saat dilakukan 

pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan 

Reserse Kriminal Polres Payakumbuh serta upaya dalam mengatasi 

kendala yang ditemukan saat dilakukannya pelaksanaan penyidikan 
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terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres 

Payakumbuh. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil temuan penelitian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak 

pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak baik secara teoritis maupun secara 

praktis, antara lain : 

1. Teoritis 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

 

a. Merupakan sumbangan pemikiran untuk pengembangkan ilmu, 

terutama dalam bidang hukum pidana secara umum dan khususnya di 

bidang Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh terhadap tindak 

pidana pembunuhan. 

b. Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai acuan 

maupun sebagai pembanding bagi penelitian selanjutnya tentang di 

wilayah Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh. 

2. Praktis 

 

Sedangkan manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan : 

 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegakan 

hukum atas tindak pidana pembunuhan. 
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b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah berupa 

skripsi, setelah sebelumnya lulus dalam mata kuliah metode penelitian 

hukum. 

E. Metode Penelitian 

 

1. Sifat dan Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat 

pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) 

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau 

mengenai gejala yuridis yang ada, ada suatu peristiwa hukum tertentu 

terjadi dalam masyarakat. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat suatu individu keadaan gejala atau kelompok 

tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara sesuatu 

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. metode penelitian deskriptif 

digunakan untuk memecahkan menjawab permasalahan yang sedang 

dihadapi pada situasi sekarang. 

Peneliti berusaha mengungkapkan fakta-fakta selengkap- 

lengkapnya dan apa adanya. Penelitian deskriptif ini menggambarkan 

secara sistematik dan akurat fakta dan karekteristik mengenai populasi 

atau mengenai bidang tertentu. Data-data yang dikumpulkan semata-mata 

bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji 
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hipotesis, membuat prediksi, ,mupun mempelajari impilikasi.

7
 Penulis 

melakukan penelitian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak 

pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh. 

2. Jenis Penelitian 

 

Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga 

penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji 

hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai 

gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam 

hubungan hidup masyarakat. 

3. Sumber Data dan Bahan Hukum 

 

Sumber data dan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris 

 

(empirical law research) yang terdiri dari : 

 

a. Data Primer 

 

Data primer data yang bersumber dari data utama. Data utama 

merupakan data yang langsung diperoleh oleh penelitian dari 

masyarakat. Subyek yang diteliti pada lembaga atau kelompok 

masyarakat. Pelaku langsung yang dapat memberikan informasi data 

dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta 

narasumber. 

 

 

 

 
7
 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabet, 2020), hlm. 20 
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b. Data Sekunder 

 

Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum 

tersier (bahan non hukum). Alquran Surat Al-Maidah ayat 30 tentang 

Habil dan Qabil, Kitab Undang-undang Pidana, Kitab Undang-undang 

Acara Pidana, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang 

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekusasaan Kehakiman, Undang- 

undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah 

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kinerja 

Polri, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan 

Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. 

4. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. 

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris dan normative-empiris 
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harus disesuaikan dengan judul yang permasalahan penelitian serta hasil 

observasi awal yang dilakukan. Lokasi penelitian penulis di Satuan 

Reserse Kriminal Payakumbuh. 

5. Populasi dan Sampel 

 

Setelah menentukan lokasi penelitian ditentukan, Didalam 

penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normative-empiris. 

Penelitian peneliti menentukan populasi dan sampel. 

a. Populasi 

 

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Populasi penelitian yaitu Penyidik atas nama Ipda Aiga 

Putra,SH Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh. 

b. Sampel 

 

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah 

ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel 

penelitian yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh inisial AM 

dan IPS sebagai korban. 

6. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum 

 

Data dalam penelitian hukum empriris ada dua macam yaitu 

pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti ialah wawancara. Wawancara adalah 

melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan 
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responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti ialah bersama penyidik Satuan 

Reserse Kriminal Polres Payakumbuh bersama Bapak Ipda Aiga 

Putra,SH. 

7. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum 

 

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dan bahan 

hukum pada penelitian hukum empiris pada umumnya dilakukann melalui 

tahap-tahap, diantaranya, pemerikasaan data, penandaan data, klasifikasi 

dan penyusunan atau/ sistematis data. 

8. Analisis Data dan Bahan Hukum 

 

Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu berusaha 

mengamati gejala hukum menggunakan tanpa alat ukur yang 

menghasilkan angka berupa informasi atau data yang dapat dinilai dengan 

menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para 

ahli dan logika. 

9. Metode Penarikan Kesimpulan 

 

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah secara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif, yakni 

dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang 

konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara 

umum). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penyidik dan Penyidikan 

 

1. Penyidik 

 

Menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP Penyidik adalah pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh 

karena kewajibannnya tersebut, penyidik mempunyai wewenang 

berdasarkan Pasal 7 ayat 1 : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindakpidana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda 

pengenal diritersangka; 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga 

melakukan suatu tindak pidana; 

g. Memmanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 

h. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 



 

 

 

 

 

 
 

i. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

j. Mengadakan penghentian penyidikan. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai 

penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- 

undang untuk melakukan penyidikan. 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) 

huruf a, wajib menyesuaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun 

sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Penyidik mempunyai 

peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan 

hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses 

penanganan perkara pidana.
8
 

Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah 

pejabat penyidik polri
9
 : 

 

 

 

 

 

 

8
 Aristo Pangaribuan, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, 

Depok,2017, hlm 49 
9
 Nico Ngani, Mengenal Hukum Acara Pidana, bagian Umum Dan Penyidikan, Yogyakarta: 

Liberty, 1985, hlm.19 



 

 

 

 

 

 
 

a. Pejabat Penyidik POLRI 

 

1) Pejabat Penyidik Penuh 

 

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik 

penuh”, harus memenuhi syarat – syarat kepangkatan dan 

pengangkatan, yaitu: 

1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua 

Polisi 

2) Berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila 

dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik 

yang berpangkat Pembantu Letnan Dua 

3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia 

2) Penyidik Pembantu 

 

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu 

adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat 

yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang 

dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 

3 PP Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat 



 

 

 

 

 

 
 

kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik 

pembantu
10

 

1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi 

 

2) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara 

dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur 

Muda (Golongan II/A) 

3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas 

usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. 

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur Pasal 6 ayat (1) huruf b 

KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan 

wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka 

miliki bersumber pada undang – undang pidana khusus, yang telah 

menentapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah 

satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai 

negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak 

pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini 

sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 

ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 

ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang- 
 

10
 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan 

Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.111 



 

 

 

 

 

 
 

undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan 

dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan 

pengawasan penyidik Polri. 

 

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang 

termaktub dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut: 

a. Keterangan saksi; 

 

b. Keterangan ahli; 

 

c. Surat; 

 

d. Petunjuk; 

 

e. Keteranagan terdakwa. 

 

Dengan adanya alat bukti, maka akan membantu penyidik 

dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang 

melakukan tindak pidana. Adapun upaya penyidik dalam memperoleh 

kebenaran tentang barang bukti dapat diperoleh beberapa cara, sebagai 

berikut:
11

 

1. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara 

 

2. Penggeledahan 

 

3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka 

 

4. Diambil dari pihak ketiga 

 

5. Barang temuan. 
 

 

 

 
 

 

 
hlm.33 

11
 Ratna Nuru Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, 



 

 

 

 

 

 
 

Hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil, sebagai berikut : 

1) Pejabat penyidik pegawai negiri sipil dalam pelaksanaan tugasnya 

berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 

7 Ayat ( 2) KUHAP). 

2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk 

kepada penyidik pegawai negeri sipil dan memberikan bantuan 

penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 Ayat (1) KUHAP). 

3) Penyidik pegawai negeri sipil melaporkan adanya tindak pidana 

yang sedang disidik kepada penyidik Polri (Pasal 107 Ayat (2) 

KUHAP). 

4) Penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikan yang 

telah selesai kepada penuntut umu melalui penyidik polri (Pasal 

107 Ayat (3) KUHAP). 

5) Dalam hal penyidik negeri sipil menghentikan penyidikan, segera 

memberitahukan kepada penyidik polri kepada penuntut umum 

(Pasal 109 Ayat (3) KUHAP). 

Selanjutnya, penyidikan menurut Pasal 1Angka 2 KUHAP dan 

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-undang ini untuk 



 

 

 

 

 

 
 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Menyidik (opsporing) berarti pejabat-pejabat yang untuk itu 

ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun 

mendengarkan kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadinya 

pelanggaran hukum, untuk melakukan pemeriksaan permulaan. 
12

 

2. Penyidikan 

 

Penyidikan merupakan suatu istilah yang sejajar dengan pengertian 

opsporing (Belanda) dan invesgation (Inggris) atau penyisatan atau siasat 

(Malaysia). Penyidikan didefinisikan dalam KUHAP sebagai serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- 

undang (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya.
13

 

Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah: “Penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya.” 

 

12
 De Pinto dalam Heri Tahir, Proses Hukum yang Adil didalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia, Cet II, Yogyakarta: LaksBang, 2010, hlm 37. 
13

 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Pidana, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 120 



 

 

 

 

 

 
 

Bunyi pasal tersebut di atas sama dengan yang ditetapkan di dalam 

Pasal 1 ke 2 KUHAP. Dengan penjelasan lain bahwa penyidikan adalah: 

“Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat 

lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui 

atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, 

bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang 

telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak 

pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar- 

benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan 

dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut. Maksud 

dari penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah 

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan. 

Kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan penyelidikan, 

sikap masyarakat yang enggan untuk melaporkan adanya suatu kejahatan 

ke pihak kepolisian sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain : 
14 

 
 
 

14
 C.Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, Penerbit Nuansa Aulia ,Bandung, 

2020, hlm 67 



 

 

 

 

 

 
 

a. Tingkat pendidikan yang rendah 

 

b. Lokasi jauh dari kepolisian 

 

c. Pengalaman yang tidak menyenangkan 

 

d. Premanisme 

 

e. Birokrasi yang tidak sehat 

 

f. Sulitnya menangkap pelaku tindak pidana 

 

B. Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan 

 

1. Pidana 

 

Istilah pidana diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, 

istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta 

dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat 

berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.
15

 Hal ini disebabkan istilah 

hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun 

juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral dang agama. 

Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah suatu pengertian umum 

sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja 

ditimpakan kepada seseoang.
16

 Istilah pidana merupakan bersifat khusus 

sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat 

menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Tujuan utama pidana 

 
15

 Niniek Suparni, Ekasitensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta,: 
Sinar Grafika, 2007, hlm. 11 

16
 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, 

hlm. 1 



 

 

 

 

 

 
 

pada hakikatnya mempunyai dua tujuan yaitu untuk mempengaruhi 

tingkah laku, penyelesaian konflik. Untuk memberikan gambaran yang 

lebih luas, berikut ini dikemukan beberapa pendapat dari sarjana:
17

 

a. Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu 

nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik 

itu. 

b. Sudarto, Pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada 

seseorang yang melakukan pelanggaran tehadap ketentuan undang- 

undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. 

c. Simons, Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang 

pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang 

dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang 

bersalah. 

d. R. Soesilo, Pidana adalah hukuman (hukum pidana) ialah suatu 

perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan 

vonis kepada orang telah melanggar undang-undang hukum pidana. 

e. Mahrus Ali, Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang 

ditimpakan kepada sesorang yang bersalah melakukan perbuatan yang 

dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut 

diharapakan orang tidak akan melakukan tindak pidana. 
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 Roeslan Saleh, Stel-sel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksana Baru, 1978, hlm 5 



 

 

 

 

 

 
 

Dari definisi pidana tersebut diatas dapat diketahui bahwa pidana 

itu pada hakikatnya hanya merupakan suatu penderitaan yang diberikan 

kepada pelanggar aturan pidana, dengan demikian, pidana menurut 

penulis adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan didalam 

KUHP. 

2. Tindak Pidana 

 

Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non 

hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana 

terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja literature tentang hukum 

pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan 

istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit dalam bahasa 

Belanda.. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata 

strafbaarfeit oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, 

delict dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang- 

undangansendiri digunakan berbagai istilah yang menunjukkan pada 

pengertian strafbaarfeit. 

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum 

pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya 

dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara 

yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Hukum pidana Indonesia 



 

 

 

 

 

 
 

mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti 

perkataan straafbaar feit, yang berasal dari Bahasa Belanda. 

D. Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan 

(handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, 

yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 

mampu untuk bertanggung jawab. menurut Kanter dan Sianturi, tindak 

pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, 

yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang- 

undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 

seseorang (mampu bertanggung jawab). 
18

 

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno dibedakan dapat 

dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Dibedakan pula 

perbuatan pidana (criminal act), dengan pertanggungjawabkan pidana 

(criminal responsibility / liability). Moeljatno penganut pandangan 

dualistis yang berbeda dengan pandangan monistis 

a. Pandangan dualistis 

 

Pandangan yang memisahkan antara dilarangnya suatu 

perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat 

dipertanggungjawabkannya si pembuat (criminal responsibility atau 

mens rea). Mens rea : criminal intent atau sikap batin jahat. 

 

18
 Kombes. Pol. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana, 

Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014, hlm 35 



 

 

 

 

 

 
 

b. Pandangan Monistis 

 

Keseluruhan syarat untuk adanya pidana merupakan sifat dari 

perbuatan. 

Kesimpulan terdapat perbedaan antara Pandangan Monisitis dan 

Dualistis:
19

 

a. Untuk menentukan adanya pidana, kedua pandangan ini tidak 

mempunyai perbedaan yang prinsipil. 

b. Bagi yang berpandangan monistis, orang yang melakukan tindak pidana 

sudah dapat dipidana 

c. Bagi orang yang berpandangan dualistis, orang yang melakukan tindak 

pidana belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai 

pertanggungjawaban pidana yang ada pada diri orang yang berbuat. 

Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non 

hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang 

sulit untuk dipahami. Misalnya saja literature tentang hukum pidana oleh 

Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang 

berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kata 

strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa 

kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh sarjana- 

sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delict dan perbuatan pidana. 
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 Ibid, hlm 36 



 

 

 

 

 

 
 

Sementara dalam berbagai perundang-undangansendiri digunakan berbagai 

istilah yang menunjukkan pada pengertian strafbaarfeit. 

1. Jenis-jenis tindak pidana 

 

a. Kejahatan dan Pelanggaran 

 

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis 

delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Pendapat kedua 

jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini 

hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi 

kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada 

“kejahatan”. 
20

 

a) Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan 

secara formal dan delik perumusan secara materiel) 

Delik formal itu adalah delik yang perumusannya 

dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut 

telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum 

dalam rumusan delik. Delik materiel adalah delik 

perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak 

dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat 

yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. 
21
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 Ibid, hlm.45 



 

 

 

 

 

 
 

b) Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis 

per ommisionen commissa 

Delik commisionis, delik yang berupa pelanggaran 

terhadap larangan adalah berbuat sesuatu yang dilarang, 

pencurian, penggelapan dan penipuan. Delik ommisionis, delik 

yang berupa pelanggaran terhadap perintah adalah tidak 

melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan. Delik 

commisionis er ommisionen commissa, delik yang berupa 

pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi 

dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. 

c) Delik dolus dan delik culpa 

 

Delik dolus, delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik 

 

culpa, delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. 

 

d) Delik tunggal dan delik berangkai 

 

Delik tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan 

perbuatan satu kali. Delik berangkai, delik yang baru 

merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. 
22

 

e) Delik yang berlangsung terus dan delik selesai 

 

Delik yang berlangsung terus, delik yang mempunyai ciri 

bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Delik selesai, 
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adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup 

melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu. 

f) Delik aduan dan delik laporan 

 

Delik aduan, delik yang penuntutannya hanya dilakukan 

apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. 

g) Delik sederhana dan delik yang ada 

pemberatannya/peringatannya 

Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan 

yang menyebabkan luka berat atau matinya orang. Delik 

sederhana, misalnya penganiayaan. 

h) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan 

bukan delik ekonomi 

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat 

dalam pasal 1 Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955, 

Undang-undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.
23

 

 

b. Tindak Pidana Pembunuhan 

 

Dalam kehidupan manusia memerlukan perlindungan hukum 

terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan. Tindak pidana terhadap 

nyawa, hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini 

dinamakan tindak pidana pembunuhan. Perbuatan yang dilarang adalah 
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akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh 

seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. 

Apakah cara memukul, menganiaya, mencekik, memberi racun 

pada minuman dan meneggelamkan dalam atau laut dalam air, dan 

sebagainya. Cara-cara ini tidak dipersoalkan. Jika akibat perbuatan yang 

dilakukan seseorang itu tidak menimbulkan matinya orang lain, maka 

perbuatan itu merupakan percobaan pembunuhan.
24

 R. Soesiolo 

mengatakan bahwa, tindak pidana ini dinamakan “kejahatan terhadap 

jiwa seseorang” atau makar mati (doodslag). 

Perbuatan kejahatan ini dapat dilihat dari “niat” atau “maksud” dari 

tujuan pembunuhan itu. Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa 

dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis dalam KUHP sebagai berikut : 
25

 

a. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja 

 

b. Tindak pidana pembunuhan dengan tidak disengaja 

 

c. Tindak pidana terhadap tubuh. 

 

Pelaku kejahatan tindak pidana ini diatur pada Pasal 338 KUHP 

yaitu : “Barang siapa sengaja merampah nyawa orang lain, diancam, 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 

Artinya kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya 
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perbuatan itu, akan tetapi mnjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan 

itu.
26

 

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materiil 

atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap 

sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat 

yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan 

demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak 

pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu 

sendiri belum timbul. 

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur 

dalam pembunuhan antara lain : unsur subyektif yaitu perbuatan dengan 

sengaja dan unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan, nyawa, dan 

orang lain: 

a) Unsur subyektif dengan sengaja Dengan sengaja artinya bahwa 

perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul 

seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam 

Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa 

direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja 

dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk 

menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan 

direncanakan terlebih dahulu. 
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b) Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa Unsur obyektif 

yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu “menghilangkan”, unsur 

ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, 

dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan 

ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk 

menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan 

nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: adanya 

wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, adanya 

hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat 

kematian orang lain. 

Unsur – unsur obyektif dari suatu tindak pidana, sebagai berikut:
27

 

 

1. Sifat melawan hukum. 

 

2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil 

melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP 

3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 

penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. 

Unsur – unsur tindak pidana, sebagai berikut: 

 

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak 

berbuat atau membiarkan) 

b. Diancam dengan pidana 

 

c. Melawan hukum 
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d. Dilakukan dengan kesalahan 

 

e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 

 

Menurut pendapat ahli lainnya, menyatakan bahwa unsur-unsur 

tindak pidana meliputi: 

1) Perbuatan manusia baik aktif atau pasif 

 

2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang- 

undang; (a) perbuatan itu dianggap melawan hukum, (b) perbuatan 

tersebut dapat dipermasalahkan, (c) pelakunya dapat 

dipertanggungjawabkan.
28

 

Unsur – unsur tindak pidana, yakni: 
29

 

 

a) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia 

 

b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

 

c) Diadakan tindakan penghukuman. 

 

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang 

lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, 

untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus 

melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan 
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meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya 

harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.
30

 

C. Kepolisian, Tugas Wewenang Kepolisian, Satuan Reserse Kriminal 

Polres 

1. Kepolisian 

 

Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai 

negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan 

mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu 

kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasayarat terselenggaranya 

proses pembangunan nasional dalam rangka terciptanya tujuan nasional 

yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya 

hukum. Adapun fungsi dan tujuan Kepolisian di negara ini tidak lain 

adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan tugas 

sebagai penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada 

masyarakat tentunya menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
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2. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

 

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat Negara 

penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam 

negeri tercantum secara rinci yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum dan juga memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang 

Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Kepolisian, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk : 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 



 

 

 

 

 

 
 

f. Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa. 

g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semuan tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 

perundangundangan lainya. 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepolisian . 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, warga masyarakat dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk 

sementara waktu sebelum di tanganni oleh instansi dan/atau pihak 

yang berwenang. 

j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta. 

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

 

Kepolisian dalam hal melaksanakan tugas-tugas tersebut secara 

umum berwenang untuk
31

: 
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1. Menerima laporan atau pengaduan. 

 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat  yang dapat 

menggangu ketertiban umum. 

3. Mencegah dan menanggulangi tumbunya penyakit masyarakat. 

 

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian. 

6. Melaksanakan pemerikasaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan. 

7. Melakukan tindakan pertema di tempat kejadian. 

 

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang. 

 

9. Mencari keterangan dan barang bukti. 

 

10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 

 

3. Satuan Reserse Kriminal Polres 

 

Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, menjelaskan 

mengenai Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Dalam pasal tersebut 

dikatakan: “Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat 

Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse criminal pada 

tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala 



 

 

 

 

 

 
 

Kepolisian Resort (Kapolres)”. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) 

bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan 

penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium 

forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik 

pegawai negeri sipil (PNS). 
32

 

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dalam melaksanakan tugas- 

tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi antara lain: 

a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan 

penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensic lapangan. 

b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita 

baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidik dan pelayanan umum. 

 

d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji 

efektifitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal. 

e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan 

oleh penyidik pada Reskrim Polsek dan Satuan Reserse Kriminal 

Polres. 
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f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri 

sipil (PPNS) baik di bidang operasional maupun administrasi 

penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara 

lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di 

daerah hukum Polres. 

Satuan Reserse Kriminal (SatReskrim) mempunyai beberapa organ. 

Organ-organ tersebut masing-masing mempunyai tugas tersendiri dalam 

rangka terlaksananya tugas Satuan Reserse Kriminal (SatReskrim) 

27Pasal 43 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada 

Tingkat Polres dan Polsek. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 

ayat (2) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres 

dan Polsek. Adapun organ atau unsur Satuan Reserse Kriminal 

(SatReskrim) dijelaskan dalam Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, sebagai berikut : 

a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta 

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan 

kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse 

Kriminal. 



 

 

 

 

 

 
 

b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas 

menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan. 

c. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi 

dan laboratorium forensic lapangan, dan pengidentifikasian untuk 

kepentingan penyidikan dan pelayanan umum. 

d. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas 

melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, 

dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan 

perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai 

pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan.
33
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BAB III 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di 

Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh 

Pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang telah terjadi di wilayah 

hukum Polres Payakumbuh sangatlah tidak mudah, karena korban baru 

ditemukan sehari setelah pembunuhan terjadi. Ini membutuhkan kerja keras 

dari pihak kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, jadi dengan 

keberadaan institusi Kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat 

mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan 

keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara 

hukum. 

Baik buruknya citra suatu Negara hukum sebahagian turut ditentukan 

oleh kinerja Kepolisian negaranya. Kebutuhan pokok setiap manusia baik 

sebagai individu maupun sebagai warga Negara adalah terjaminnya 

kesejahteraan dan keamanan hidupnya. Keamanan dalam negeri merupakan 

syarat utama yang mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, 

makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam proses penyidikan, penyidik memperhatikan dalam 

melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan: hak tersangka 

sesuai KUHAP, hak pelapor dan pengadu, hak saksi korban, hak asasi 



 

 

 

 

 

 
 

manusia, asas persamaan dimuka hukum, asas praduga tak bersalah, asas 

legalitas, asas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang – undang lain 

dan memperhatikan etika profesi kepolisian. 

Menurut pasal 2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Penyidikan Tindak Pidana bertujuan untuk : 

a. Agar penyidik dapat menjaga konsistensi kinerja penyidikan dan dapat 

bekerja sama dengan tim/unit kerja terkait; 

b. Agar penyidik dan tim/unit kerja terkait mengetahui tentang tugas, fungsi 

dan peranan masing-masing; 

c. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari penyidik dan 

tim/unit kerja yang terkait; 

d. Melindungi penyidik dari penyalahgunaan wewenang, intervensi 

penyidikan, kesalahan yang bersifat teknis maupun administratif; 

e. Menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi dan efisiensi dalam 

proses penyidikan tindak pidana. 

Kasus yang terjadi di Kota Payakumbuh pada hari Senin tanggal 07 

Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB telah terjadi tindak pidana “Dengan 

sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau sebagai orang yang dengan 

sengaja dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yang menyebabkan 

orang mati”. Yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 



 

 

 

 

 

 
 

2020 sekira jam 08.30 wib bertempat di sebuah pondok yang terletak di 

Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari 

Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana Peraturan Kepala Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Penyidikan Tindak Pidana ada lima belas tata cara pelaksanaannya : 

1. Penerimaan laporan polisi 

 

Penerimaan laporan polisi terdiri dari : 

 

a. Penerimaan laporan Model A, laporan polisi yang dibuat anggota polri 

yang mengalami atau mengetahui menemukan langsung peristiwa 

yang terjadi. 

b.  Penerimaan laporan Model B, laporan polisi yang dibuat anggota 

polri atas laporan/ pengaduan yang diterima dari masyarakat. 

2. Penyelidikan. 

 

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). 

 

4. Upaya Paksa. 

 

a. Pemanggilan 

 

b. Penangkapan 

 

c. Penahanan 

 

d. Penggeledahan 

 

e. Penyitaan, dan 

 

f. Pemeriksaan surat 



 

 

 

 

 

 
 

5. Pemeriksaan. 

 

6. Penetapan tersangka 

 

7. Pemberkasan. 

 

8. Penyerahan tersangka dan barang bukti. 

 

9. Penghentian penyidikan. 

 

10. Gelar perkara. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada penyidik 

di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dengan Bapak Ipda Aiga 

Putra,SH menjelaskan mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana 

pembunuhan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang 

pelaksanaan penyidikan tindak pidana. 

Pelaksanaan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik adalah 

melakukan upaya paksa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perkap 14/2012 

bahwa upaya paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c meliputi: 

pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 

pemeriksaan surat. Dalam hal ini, pelaksanaan penyidikan tindak pidana 

pembunuhan pada berkas perkara Nomor: BP/02/I/2021 Reskrim tanggal 11 

Januari 2021 pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh sebagai 

berikut : 



 

 

 

 

 

 
 

Penyidik/penyidik pembantu menerima laporan polisi, lalu melakukan 

serangkaian penyelidikan untuk mengetahui terlebih dahulu bentuk atau pola 

pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sewaktu waktu itu terjadi. 

Berdasarkan hasil visum et- repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara 

TK III Padang dan hasil dari penyelidikan ditemukan korban kehabisan nafas 

dan mengakibatkan korban meninggal dunia, maka kasus diproses sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hasil 

penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/K/357/XII/2020/Res, tanggal 

09 Desember 2020 Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, maka 

penyelidik menemukan adanya unsur pembunuhan terhadap korban dan 

dilanjutkan pada tingkat penyidikan. 

Dalam hal ini penyidik/ penyidik pembantu pada Satuan Reserse 

Kriminal Polres Payakumbuh untuk melakukan penyidikan berdasarkan Surat 

Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/129/XII/2020/Reskrim,tanggal 15 

Desember 2020. Dasar dikeluarkannya surat perintah penyidikan, sebagai 

berikut: 

1. Pasal 338 Jo Pasal 285 Jo Pasal 291 ayat (2) K.U.H.Pidana. 

 

2. Laporan Polisi Nomor:LP/K/357/XII/2020/Res, tanggal 09 Desember 

2020. 

Dalam pelaksanaan proses penyidik/ penyidik pembantu Satuan 

Reserse Kriminal Polres Payakumbuh terhadap pelaku tindak pidana 



 

 

 

 

 

 
 

pembunuhan. Maka yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Satuan 

Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, sebagai berikut : 
34

 

1. Penerimaan laporan polisi, Nomor:LP/K/357/XII/2020/Res, tanggal 09 

Desember 2020. 

2. Penyelidikan. 

 

Dalam berkas perkara nomor BP/02/I/2021Reskrim tanggal 11 

Januari 2021 penyidik/ penyidik pembantu Satuan Reserse Kriminal 

Polres Payakumbuh melakukan olah TKP. Tujuan olah TKP oleh 

penyidik adalah untuk menemukan barang bukti. Langkah pertama yang 

dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu adalah memasang garis 

polisi (police line). Tujuan dipasangnya garis polisi (police line) agar 

TKP menjadi lebih steril. Dari gangguan orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab. Dari olah TKP, penyidik menemukan korban dengan 

keadaan setangah telanjang di semak-semak dekat pondok TKP. 

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 

nomor:SPDP/95/XII/2020/Res, tanggal 18 Desember 2020 

4. Upaya Paksa. 

 

a. Pemanggilan. 

 

Pada pelaksanaan penyidikan dalam berkas perkara nomor 

BP/02/I/2021Reskrim tanggal 11 Januari 2021 penyidik/ penyidik 
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pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh melakukan 

pemanggilan terhadap para saksi, yakni terdapat delapan orang saksi dan 

satu orang saksi ahli. Saksi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 

KUHAP, sebagai berikut : 

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 

alami sendiri. 

 

1)  Spgl/328/XII/2020/Reskrim,  Tanggal 17 Desember 2020, telah 

dilakukan pemanggilan terhadap Saksi AYU DIA WULANDARI; 

2) Spgl/329/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17  Desember 2020, telah 

dilakukan pemanggilan terhadap Saksi  DASRIL; 

3) Spgl/330/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17  Desember 2020, telah 

dilakukan pemanggilan terhadap Saksi  SARIBUL HADI; 

4) Spgl/331/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah 

dilakukan pemanggilan terhadap Saksi ADE KURNIAWAN; 

5) Spgl/332/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah 

dilakukan pemanggilan terhadap Saksi ISAM MARULI SIREGAR; 

6) Spgl/333/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah 

dilakukan pemanggilan terhadap Saksi FARHAN; 

7) Spgl/334/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah 

dilakukan pemanggilan terhadap Saksi MAIDIL PUTRA; 



 

 

 

 

 

 
 

8) Spgl/332/XII/2020/Reskrim, Tanggal 17 Desember 2020, telah 

dilakukan pemanggilan terhadap Saksi MAIRIZONDRA; 

9) Terhadap saksi ahi dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.FM, tidak 

dilakukan pemanggilan karena, karena pada saat pemeriksaan penyidik 

langsung mendatangi yang bersangkutan untuk di ambil keterangan 

serta telah di buatkan Berita Acara Pemeriksaan nya pada hari Senin 

tanggal 25 Januari 2021. 
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b. Penangkapan. 

 

Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/129/XII/2020/ Reskrim, 

tanggal 16 Desember 2020. Tindak pidana pembunuhan pada berkas perkara 

nomor BP/02/I/2021Reskrim tanggal 11 Januari 2021, terhadap pelaku 

melakukan penangkapan. Sewaktu penangkapan, pelaku penyidik 

menyerahkan selembar surat kepada keluarga pelaku untuk ditandatangani 

pihak keluarga sebagai bukti bahwa keluarganya mengetahui 

penangkapannya. Selain itu keluarga menerima surat penyidik/penyidik 

pembantu bahwa pelaku ditangkap dan dibawa ke Satuan Reserse Kriminal 

Polres Payakumbuh. 

c. Penahanan. 

 

Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/104/XII/2020/ Reskrim, 

tanggal 17 Desember 2020. Dengan surat perintah perpanjangan penahanan 
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nomor : Sp.JangHan/104.a/XII/2020/Reskrim, tanggal 06 Januari 2021 a.n 

ALIM MUSPAR Pgl. ALIM Bin DASRIL dan telah dibuatkan berita acara 

perpanjangan penahananya. 

d. Penggeledahan. 

 

Dalam Perkara ini tidak ada dilakukan penggeledahan. 

 

e. Penyitaan. 

 

Berdasarkan surat perintah penyitaan nomor: 

Sp.Sita/82/XII/2020/Reskrim, tanggal 15 Desember 2020, telah melakukan 

penyitaan terhadap barang bukti berupa :
36

 

1) 1 (satu) helai baju warna hitam lengan panjang,---------------------------- 

 

2) (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu,-------------------------- 

 

3) 1 (satu) helai jilbab warna ungu kombinasi hitam,-------------------------- 

 

4) Sepasang sepatu wanita warna hitam polos,--------------------------------- 

 

5) 1 (satu) helai bra (BH) warna putih yang ada bercak darahnya,---------- 

 

6) 1 (satu) helai anak jilbab warna hitam kombinasi putih,------------------- 

 

7) 1 (satu) buah ikat rambut wanita yag terbuat dari bahan kain warna 

merah kombinasi putih dan hitam,   

8) 1 (satu) buah gelang berbahan besi warna hitam,--------------------------- 

 

9) 2 (dua) buah gigi palsu warna putih,------------------------------------------ 
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10) 1 (satu) Unit Sepeda Motor mek Honda Supra X warna hitam 

kombinasi biru kuning tanpa nomor Polisi beserta 1 (satu) kunci 

kontak,-- 

11) 1 (satu) Lembar foto kopi STNK sepeda motor Honda Supra X warna 

hitam kombinasi biru kuning dengan nomor rangka 

MH1KEVA144K73281, nomor mesin KEVAE-1731693 dan Nomor 

Polisi BA 6492 MK.   

12) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E1205 warna putih.------------- 

 

13) 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam 

kombinasi biru kuning dengan nomor rangka MH1KEVA144K73281, 

nomor mesin KEVAE-1731693 dan Nomor Polisi BA 6492 MK.------- 

Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut diatas telah dibuatkan 

berita acara penyitaanya dan telah dimintakan persetujuan penyitaan dari 

ketua pengadilan negeri payakumbuh dengan surat nomor 

B/1177/XII/2020/Reskrim tanggal 29 Desember 2020 dan surat nomor 

B/12/I/2021/Reskrim, kemudian telah dikeluarkannya penetapan 

persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan 

surat nomor 180/Pen.Pid/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan surat 

nomor 3/Pen.Pid/2021/PN Pyh, tanggal 07 Januari 2021. 

f. Pemeriksaan surat. 

 

Pada berkas perkara BP/02/I/2021Reskrim tanggal 11 Januari 2021 

penyidik/ penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan 



 

 

 

 

 

 
 

tersangka. Pemeriksaan dilakukan penyidik untuk dan atas nama instansi 

negara. Oleh sebab itu, pemeriksaan dalam penyidikan perkara pidana 

dilakukan dengan memperhatikan tata cara dan kepentingan institusional. 

5. Pemeriksaaan 

 

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu terhadap 

saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. 

Pemeriksaan terhadap saksi untuk mendapatkan keterangan yang ia dengar, 

lihat dan alami sendiri berkenaan dengan tindak pidana. Dalam kasus yang 

penulis teliti, penyidik menyerahkan berkas perkara nomor 

BP/02/I/2021Reskrim tanggal 11 Januari 2021, kepada penuntut umum. 

Berkas perkara tersebut berisi resume dari penyidikan yang telah dilakukan 

oleh penyidik/ penyidik pembantu, surat pengaduan dan laporan polisi surat- 

surat perintah untuk mengambil tindakan selama proses penyidikan, sebagai 

berikut: 

a. Surat Perintah Tugas 

 

b. Surat Perintah Penyidikan 

 

c. Surat Perintah Penangkapan 

 

d. Surat Perintah Penahanan 

 

e. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) 

 

f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Saksi Ahli dan Tersangka. 



 

 

 

 

 

 
 

6. Penetapan tersangka. 

 

Berdasarkan pembahasan Fakta fakta dalam analisa kasus dan analisa 

Yuridis tersebut di atas, Tersangka AM Pgl. AM lahir di Pagadis pada tanggal 

28 Juni 2001, Umur 19 Tahun, Suku Minang (Koto), Pekerjaan Karyawan 

Rumah Makan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-

laki, Pendidikan terakhir SD (Tidak tamat hanya sampai dengan kelas VI), 

Alamat tempat tinggal di Jorong Koto Kenagarian Koto Baru Kecamatan X 

Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, telah terbukti 

melakukan tindak pidana ” Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain 

atau sebagai orang yang dengan sengaja dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh 

dengan dia yang menyebabkan orang mati” yang diketahui terjadi pada hari 

Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di sebuah 

pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua 

Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan cara 

memegang tangan dan menindih tubuh korban sambil membuka pakaian 

dengan paksa, kemudian ketika korban berteriak, Tersangka mencekik, leher 

korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga selama 

20 (dua) menit, pada saat korban mencoba melawan dengan cara menarik 

rambut Tersangka, kening Tersangka berbenturan dengan mulut dan hidung 

korban sehingga mengeluarkan darah, serta menyebabkan kepala korban 

terhempas ke lantai pondok tersebut, dan penyebab kematian korban sesuai 



 

 

 

 

 

 
 

dengan hasil Visum Et Revertum dan pengakuan Tersangka di atas yaitu 

akibat gagal nafas dan trauma tumpul di kepala korban IPS. 

7. Pemberkasan. 

 

Penyerahan tersangka dan barang bukti. Dalam kasus ini, berkas 

perkara dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan surat pengantar 

dari Polres Payakumbuh. Setelah dinyatakan cukup dan sudah lengkap oleh 

penuntut umum, dengan surat pemberitahuan hasil penyidikan, dilakukan 

pengiriman tersangka dan barang bukti dan dibuat berita acara serah terima 

terangka dan barang bukti yang ditandatangai oleh masing-masing pihak dan 

para saksi. Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan 

Negeri Payakumbuh, maka petugas penyidik/ penyidik pembantu untuk 

melakukan penyidikan terhadap penyidikan terhadap tindak pidana 

pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan, untuk selanjutnya akan 

ditandatangai oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh. 
37

 

8. Penghentian penyidikan. 

 

Penghentian penyidikan melalui gelar perkara. Penghentian penyidikan 

dapat dialakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan 

kemanfaatan hukum. Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undang. 
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9. Gelar perkara. 

 

Merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berpekara dan/atau 

penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik. Membuka 

kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan dan menindaklanjtii 

perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Gelar perkara pada kasus ini 

dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022.
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B. Kendala dan Upaya yang diatasi oleh Penyidik dalam Pelaksanaan 

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Satuan Reserse 

Kriminal Polres Payakumbuh 

1. Berdasarkan gambaran diatas hasil penelitian bersama penyidik Ipda Aiga 

Putra,SH di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh kendala yang 

ditemukan oleh Penyidik dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak 

Pidana Pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, 

kendala terbagi atas kendala eksternal dan internal. Kendala external 

terdapat pada Sulit mencari keterangan tersangka (DPO), Penangkapan 

membutuhkan waktu yang cukup lama, serta Kendala internal terdapat 

pada keterangan tersangka yang tidak kooperatif:
39

 

a. Sulit mencari keterangan tersangka (DPO) 

 

Kendala yang   ditemukan dalam Pelaksanaan Penyidikan 

terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yaitu Tersangka melarikan diri 
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bahwa dirinya telah dilaporkan oleh masyarakat pada polisi. Tersangka 

yang telah dilaporkan melarikan diri dan bersembunyi didaerah atau 

kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik Satuan 

Reserse Polres Payakumbuh mengalami kendala dalam mencari 

tersangka yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. 

Tersangka tertangkap setelah berkas perkara BP/02/I/2021Reskrim 

tanggal 11 Januari 2021, selesai dan telah dinyatakan lengkap oleh 

jaksa penuntut umum (JPU) sehingga tersangka pemberkasannya 

terpisah. Tersangka ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres 

Payakumbuh kurang lebih dua minggu sesudah dinyatakan masuk 

dalam daftar pencarian orang (DPO). 

b) Penangkapan membutuhkan waktu yang cukup lama. 

 

Menurut KUHAP Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa 

penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari. Jika 

penangkapan dilakukan lewat dari 1 (satu) hari, maka telah terjadi 

pelanggaran hukum yang menyebabkan tersangka harus dibebaskan 

demi hukum. 

Sementara pada kasus pembunuhan yang telah terjadi di 

Payakumbuh ini penangkapan tersangka memakai waktu yang cukup 

lama. Penangkapan terhadap tersangka inisial AM ini memakan waktu 

kurang lebih dua minggu. Penangkapan dilakukan oleh penyidik 



 

 

 

 

 

 
 

Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh di salah satu rumah 

makan nasi kapau di Kota Bukittinggi. 

c) Keterangan tersangka yang tidak kooperatif. 

 

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik di Satuan 

Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dalam tindak pidana 

pembunuhan agar mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya 

dari tersangka tentang tindak pidana pembunuhan yang sudah 

dilakukannya. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mudah dikarenakan 

tersangka yang memberikan keterangan yang tidak terus terang pada 

saat proses penyidikan. 

Pelaksanaan penyidikan dalam memeriksa tersangka dan 

menginterogasi tersangka yang sering dilakukan pada Satuan Reserse 

Kriminal Payakumbuh yaitu dengan mengajukan berbagai 

pertanyaan-pertanyaan yang biasanya mungkin dapat keluar dari 

mulut tersangka sebuah pengakuan maupun keterangan-keterangan 

yang dia berikan, selain dianggap sebagai penyempurnaan pembuatan 

BAP (Berita Acara Pemeriksaan), keterangan atau pengakuan dari 

tersangka juga dapat dijadikan acuan pihak penyidik dalam 

mengungkap peristiwa, bentuk kejahatan dan tindak pidana 

selanjutnya yang dianggap ada kaitannya dengan perbuatan tersangka 

pada saat ini. 



 

 

 

 

 

 
 

Keterangan tersangka yang tidak kooperatif dalam 

pelaksanaan penyidikan dikarenakan tersangka merasakan adanya 

tekanan dari penyidik. Inilah yang membuat kendala penyidik dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. 

2. Upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan 

penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan Di Satuan Reserse 

Kriminal Polres Payakumbuh. 

a. Upaya dalam mengatasi kendala pelaku yang melarikan diri. 

 

Upaya yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu 

Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh koordinasi dengan pihak 

keluarga tersangka dan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh 

serta juga berkoordinasi dengan Polres lain yang ada dijajaran Polda 

Sumbar maupun diluar Polda Sumbar untuk melacak keberadaan 

tersangka tindak pidana pembunuhan. 

Jika tidak membuahkan hasil yang nyata maka pihak Polda 

Sumbar akan berbagi informasi daftar pencarian orang (DPO) kepada 

seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberasaan 

tersangka yang melarikan diri tersebut. Akibat dari tersangka 

melarikan diri tugas penyidik/penyidik pembantu semakin berat. Hal 

ini berarti menjadi tunggakan kasus bagi penyidik/penyidik pembantu. 

Penyidik/penyidik pembantu kurang mendapatkan informasi 

tersangka, sehingga mempersulit dalam menemukan tersangka. Pihak 



 

 

 

 

 

 
 

penyidik/penyidik pembantu kesulitan melacak keberadaan tersangka 

yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone 

yang telah tidak aktif. Informasi yang diperoleh penyidik/penyidik 

pembantu hanyalah sekedar informasi ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, 

nomor handphone dan keberadaan sementara dari tersangka, sehingga 

penyidik/penyidik pembantu sulit mengetahui secara jelas. Hal ini 

disebabkan banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat 

tersangka, keluarga korban sehingga berbeda dengan hasil penelusuran 

oleh penyidik/penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh 

pembantu dilapangan. 

b. Upaya dalam mengatasi kendala penangkapan membutuhkan waktu 

yang cukup lama. 

Sarana prasarana di penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polres 

Payakumbuh yang tidak lengkap membuat penangkapan 

membutuhakn waktu yang cukup lama. Serta jumlah penyidik dan 

penyidik pembantu di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh 

yang sangat terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi 

seorang penyidik maupun penyidik pembantu. 

c. Upaya dalam mengatasi kendala keterangan tersangka yang tidak 

kooperatif dalam memberikan keterangan. 

Upaya dalam mengatasi keterangan tersangka yang kooperatif 

dalam memberikan keterangan adalah meminta keterangan kepada 



 

 

 

 

 

 
 

tersangka tidak dengan adanya paksaan dan tekanan yang membuat 

tersangka dapat memberikan keterangan dengan yang sebenar- 

benarnya. Dan juga penyidik dapat menakut-nakuti tersangka dengan 

menambah masa tahanan apabila tersangka tidak terus terang serta 

berbelit-belit dalam memberikan keterangan atas tindak pidana yang 

telah ia perbuat. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis pelaksanaan penyidikan 

belum terlaksana secara efektif dan efisien. Dari hasil penelitian yang 

didapatkan dilapangan, penulis menyimpulkan pelaksanaan penyidikan 

tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres 

Payakumbuh belum terlaksana secara optimal. 



 

 

 

 

 
 



 

 

58 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan gambaran diatas bagaimana pelaksanan penyidikan 

tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres 

Payakumbuh adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse 

Kriminal Polres Payakumbuh sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang 

pelaksanaan penyidikan tindak pidana yaitu dengan penerimaan 

laporan, penyelidikan, SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan 

tersangka, pemberkasan, penyerahan tersangka dan barang bukti, 

penghentian penyidikan dan gelar perkara. 

2. Kendala yang ditemukan dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana 

Pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh Pelaku 

yang melarikan diri, Penangkapan membutuhkan waktu yang cukup 

lama, Keterangan tersangka yang tidak terus terang dalam memberikan 

keterangan, Dan upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan 

dalam penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan Di Satuan 

Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, pelaku yang melarikan diri 

adalah dengan penyidik/penyidik pembantu Satuan Reserse Kriminal 

Polres Payakumbuh telah melakukan koordinasi dengan pihak 
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keluarga tersangka dan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh 

serta telah melakukan koordinasi dengan Polres lain yang ada dijajaran 

Polda Sumbar maupun diluar Polda Sumbar untuk melacak 

keberadaan tersangka tindak pidana pembunuhan dengan ancaman 

kekerasan. Sarana prasarana di penyidikan Satuan Reserse Kriminal 

Polres Payakumbuh yang tidak lengkap membuat penangkapan 

membutuhakn waktu yang cukup lama. Untuk mengotipmalkan 

penangkapan dapat berjalan dengan baik agar Polres Payakumbuh 

dapat menambah anggaran untuk penyidikan. Serta jumlah penyidik 

dan penyidik pembantu di Satuan Reserse Kriminal Polres 

Payakumbuh yang sangat terbatas disebabkan minimnya minat polisi 

untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu. 

Keterangan tersangka Upaya dalam mengatasi keterangan tersangka 

yang tidak terus terang dalam memberikan keterangan adalah meminta 

keterangan kepada tersangka tidak dengan adanya paksaan dan 

tekanan yang membuat tersangka dapat memberikan keterangan 

dengan yang sebenar-benarnya. Dan juga penyidik dapat menakut- 

nakuti tersangka dengan menambah masa tahanan apabila tersangka 

tidak terus terang serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan 

atas tindak pidana yang telah ia perbuat. 
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B. Saran 

 

1.  Agar Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh memenuhi sarana 

dan parsarananya untuk menunjang penyidikan serta menambah 

anggaran untuk penyidikan khususnya tindak pidana pembunuhan. 

2. Agar Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dapat menambah 

jumlah penyidik dan pembantu penyidik. 
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